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Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 
Tentang syarat Non Partai Politik dalam pencalonan anggota Dawan Perwakilan 
Daerah (DPD), dimana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki 
amar putusan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitan ini adalah 
bagaimana komparasi antara Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 dengan Putusan 
MK No 30/PUU-XVI/2018 dan juga bagaimana pelaksanaan dari Putusan MK No 
10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018. Jenis Penelitian ini 
adalah studi pustaka, menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan 
pendekatan normatif, sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Pada Putusan MK No 10/PUU-VI/2008, menyatakan 
bahwa syarat non partai politik bukanlah syarat yang implisit malekat dalam UUD 
NRI Tahun 1945 bagian pengisan anggota DPD, sedangkan dalam Putusan MK 
No 30/PUU-XVI/2018, menyatakan bahwa perlu adanya syarat non partai politik 
sebagai pemaknaan dari frasa “Pekerjaan Lain”, sehingga dalam pelaksanaannya 
juga berbeda, pelaksananan Putusan MK No 10/PUU-VI/2008 tidak merubah 
Peraturan KPU, sedangkan pelaksanaan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 
merubah Peratuan KPU. 







The Decision of MK No. 10/PUU-VI/2008 and The Decision of MK No. 30/PUU-
XVI/2018 concerning the requirements of Non-Political Parties in the nomination 
of members of dawan Regional Representative (DPD), where both Decisions of 
the Constitutional Court have different warning verdicts. The formulation of the 
problem in this research is how the comparison between the Verdict of MK No. 
10/PUU-VI/2008 with the Verdict of MK No. 30/PUU-XVI/2018 and also how 
the implementation of the Court's Decision No. 10/PUU-VI/2008 and The Verdict 
of MK No. 30/PUU-XVI/2018. This type of research is a library study, using 
normative research methods and using normative approaches, the sources of 
materials used are primary legal materials and secondary legal materials. In the 
Decision of MK No. 10/PUU-VI/2008, stated that the requirement of non-political 
parties is not an implicit condition malekat in the NRI Constitution of 1945 part of 
the ratification of dpd senators, while in the Decision of mk No. 30/PUU-
XVI/2018, stated that there needs to be a requirement of non-political parties as 
the use of the phrase "Other Work", so that in its implementation is also different, 
the implementation of The Court's Decision No. 10/PUU-VI/2008 does not 
change the KPU Regulation, while the implementation of The Court's Decision 
No. 30/PUU-XVI/2018 changes the KPU Percentage. 
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A. Latar Belakang 
Berdasarkan Kewenangan yang di berikan oleh UUD NRI Tahun 
1945 dan dalam kemudian diatur dalam pasal 1 ayat 3 huruf a UU No 7 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi Memiliki 
Kewenangan Untuk Menguji Undang Undang dengan melalui sidang 
pengujian undang undang terhadap UUD NRI Tahun 1945/Konstitusi 
Indonesia, dimana mekanisme ini di sebut judicial review.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai 
hasil dari pengujian UU (Judicial Review), Yang berupa Putusan MK 
No.10/PUU-VI/2008 tentang perkara dalam permohonan pengujian UU 
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD1,. Dan 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara dalam permohonan 
pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu2.  
Terjadinya dua kali judicial review terikait undang-undang 
Pemilihan Umum mengenai boleh atau tidak seorang pengurus dari suatu 
partai politik ikut serta dalam pencalonan anggota DPD, yan menghasilkan 
putusan yang berbeda. Sedangkan yang mengeluarkan putusan tersebut 
merupakan satu lembaga yang sama yaitu mahkamah konstitusi. Hal ini 
                                                          
1
 Putusan MK No.10/PUU-VII/2008 tentang perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
2 Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara dalam pengujian  Undang Undang No 7 Tahun 2017 





menjadikan sebuah tanda tanya besar apakah putusan tersebut murni 
sebuah putusan hukum atau terdapat kepentingan politik di dalamnya 
sehingga dari kedua putusan tersebut menghasilkan  putusan yang berbeda. 
Peninjauan terhadap kedua putusan tersebut sangatlah perlukan, 
dalam mengkaji judicial review ini konstitusi dasar negara indonesia yaitu 
UUD NRI 1945 sangatlah di perlukan dalam mengkaji judicial review ini. 
Dengan cara Apakah melakukan analisis secara yuridis terhadap kedua 
keputusan tersebut, menggunakan teknik mengkomparasikan keduanya. 
Sehingga dapat diketahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam kedua putusan tersebut. 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang Perkara Pengujian UU 
No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. yang di putuskan oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan Hakim I Dewa Gede Palguna, yang dimohonkan oleh 
seseorang bernama Mohammad Hafidz pada 19 April 2018 mengenai 
persyaratan pencalonan anggota DPD, yang permohonannya adalah 
memasukan norma mengenai syarat non parpol dalam persyaratan 
pencalonan anggota DPD.  
Dikabulkannya permohonan Mohammad Hafidz mengenai 
dilarangannyavpengurus partai politik tertentu (Syarat Non Parpol) untuk 
mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD menjadikan sebuah 
permasalahan dan juga perdebatan tebal bagi Publik baik di kalangan 
Pengamat Politik, Elit Politik, dan juga Akademisi Hukum. Karena jika 





tentang perkara Pengujian UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota 
DPR, DPD dan DPRD, yang menolak permohonan para pemohon 
mengenai dilarangnya pengurus partai politik (Syarat Non Parpol) untuk 
ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota DPD sehingga memberikan 
peluang kepada para pengurus partai politik tertentu agar dapat menjadi 
calon anggota DPD. 
 Permohonan yang di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 berbunyi: mengabulkan permohonan 
pemohon untuk seluruhnya3. Sedangkan dalam Putusan MK No.10/PUU-
VI/2008 salah satu dari putusannya adalah menolak permohonan pemohon 
terkait dilarangnya pengurus/anggota partai politik tertentu (Syarat Non 
Parpol) untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dimana masing 
masing dari kedua putusan tersebut justru saling kontradiksi dan 
berlawanan.  
Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi melekat pada pasal, ayat, 
isi atau metari muatan dari suatu undang undang yang di ujinya dan akan 
tidak berlaku lagi ketika undang undang tersebut tidak berlaku lagi.  Akan 
tetapi dalam kasus persyaratan pencalonan anggota DPD memiliki 
substansi atau isi yang sama. Baik dalam UU No 10 Tahun 2008 maupun 
dalam UU No 7 Tahun 2017. Sehingga jika di ujikan berkali kali oleh 
mahkamah konstitusi seharusnya tetap memiliki hasil yang sama dalam 
                                                          
3  Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara dalam pengujian  Undang Undang No 7 Tahun 2017 





amar putusannya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan putusan dalam 
lembaga konstitusi baik di masa saat ini, maupun yang akan datang. 
B. Rumusan Masalah 
Penjelasan dalam latar belakang merupakan hal yang melatar 
belakangi penelitian ini, maka dapat di turunkan  dua rumusan masalah, 
yaitu: 
1. Bagaimana Komparasi Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 tentang 
perkara permohonan dalam pengujian UU No 10 Tahun 2008 dengan 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara permohonan 
dalam -pengujian UU No 7 tahun 2017? 
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 tentang 
perkara permohonan dalam pengujian UU No 10 Tahun 2008 dan 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara permohonan 
dalam pengujian UU No 7 tahun 2017? 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari jawaban dari rumusan 
masalah diatas, yang mana sebagai berikut: 
1. Mengetahui Komparasi Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 tentang 
perkara permohonan  dalam pengujian UU No 10 Tahun 2008 dengan 
Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara permohonan 
dalam pengujian UU No 7 tahun 2017. 
2. Mengetahui Pelaksanaan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 tentang 





Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang perkara permohonan 
dalam pengujian UU No 7 tahun 2017. 
D. Manfaat Penelitian 
Peneltian ini diharaokan agar dapat bermanfaat kepada  berbagai kalangan  
khususnya yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan Informasi kepadapara pembaca mengenai teori teori 
yang berkaitan dalam permasalhan ini, yang mana telah tertuang dalam 
landasan konseptual didalam penelitian ini. 
2. Manfaat Akademis 
Penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber rujukan dalam 
berbagai penelitian berikutnya baik yang sejenis ataupun yang 
berkaitan. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sebagai Bahan Referensi dan juga Pembuktian bahwa penelitian 
yang dilakukan nanti adalah asli dan baru, bukan hasil penjiplakan ataupun 
pengcopyan yang sudah ada dan pernah dilakukan orang lain. Penulis 
menyantumkan 3 karya penelitian milik orang lain yang sejenis dan 1 
karya milik orang lain yang berhubungan, Yaitu : 
1. Putu Suryawan Wawan dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Sah Tidaknya 





Volume.06, Nomor.03, Mei 20184. Dengan inti pembahasannya adalah 
perangkapan jabatan anggota DPD sebagai pengurus partai politik. 
Dengan meninjau melalui pasal 302 ayat 1 huruf c UU MD3 yaitu UU 
No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Sekarang 
Telah Dirubah Dengan UU No 13 Tahun 2019 Tentang MD3) yang 
menyatakan setiap anggota DPD tidak diperbolehkan (dilarang) untuk 
merangkap jabatan dengan badan yang sumber anggaran atau 
keuangannya berasal dari APBN/APBD. Kemudian di teruskan 
penjelasannya oleh Setiabudhi dengan didasarkan  pada UU Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Parpol, yang menegaskan bahwa sumber 
anggaran/keuangan partai politik salah satunya adalah APBN/APBD, 
sehingga Setiabudhi berkesimpulan melalui pendapatnya, bahwa DPD 
dilarang merangkap sebagai anggota atau pengurus dari suatu Partai 
Politik tertentu. 
Perbedaan penelitian ini adalah  membahas tentang membandingkan 2 
(dua) putusan Mahkamah Konstitusi mengenai diperbolehkan atau 
tidak seorang pengurus dan/atau anggota dari suatu partai politik 
tertentu untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai anggota DPD 
didalam kontestasi pemilu. Artinya bahwa penelitian ini membahas 
seseorang sebelum menjabat sebagai anggota DPD. 
2. Artina Dessy, “Implikasi Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 Terhadap 
Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga DPD RI”, Dalam Jurnal 
                                                          
4 Suryawan, Putu Wawan dan I Ketut Rai Setiabudhi, Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah masuk Partai Politik, dalam, Journal Ilmu Hukum Volume.06, Nomor.03, Mei 2018, 





IUS kajian hukum dan keadilan vol 8 No 1, April 20205, inti penelitian 
ini membahas peluang bagi perempuan untuk dapat menduduki jabatan 
sebagai anggota DPD. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa 
penelitian ini tentang Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan 
MK No.30/PUU-XVI/2018, yang berfokus pada bagaimana dasar 
hukum dari pemberian peluang terhadap pengurus dalam pencalonan 
anggota DPD dalam kontestasi pemilu 2009, dan dasar hukum 
pemberlakuan syarat non parpol dalam kontestasi pemilu 2019, bukan 
mengenai peluang perempuan menjadi anggota DPD.   
3. Kiki Wulandari, Putri Apriani, Sulkifly dan Irfan Amir, 
“Deparpolisasi Keanggotaan DPD”, Dalam Jurnal Al-Adalah: Jurnal 
Hukum dan Politik Islam Vol 5, No 1, Jan 20206, inti penelitian ini 
pembahasan mengenai keinginan partai politik dalam mengokupasi 
lembaga dewan perwakilan daerah sehingga terjadi 2 (dua) perwakilan 
partai politik dalam lembaga negara, yaitu DPR dan DPD.  
Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian mengkaji 
mengenai dasar hukum dalam men-deparpolisasi keanggatotaan DPD 
melalui di kabulkannya Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 tentang 
                                                          
5 Artina Dessy, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.30/PUU-XVI/2018 Terhadap 
Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
Dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Nomor 1, April 2020, diakses melaui 
situs: http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1608992  
6 Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Sulkifly dan Irfan Amir, Deparpolisasi Keanggotaan Dewan 
Perwakilan Daerah (Tela’ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD) dalam Jurnal 
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume.5, Nomor 1, Januari 2020. Diakses Melalui 





perkara permohonan dalam pengujian UU No 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilu. 
4. Muhtadi, “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi”. Dalam, 
Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No.3, September.-Desember, 
20137, inti pembahasannya adalah mengenai lembaga negara secara 
umum. Pembahasan Jurnal Muhtadi, membahas melalui UUD NRI 
Tahun 1945, Tentang Lembaga Negara yang mana salah satu dari 
lembaga Negara tersebut adalah DPD. Keterkaitan dengan penelitian 
ini adalah bahwa penelitian ini membutuhkan kejelasan mengenai 
makna dan kedudukan dari DPD sebagai lembaga negara. 
F. Metode Penelitian 
Sistem penelitan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 
penelitian yang sebagaimana dijelaskan dibawah ini, antara lain: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis  kepustakaan (library research), Penelitian 
kepustakaan atau library research adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan teknik atau cara meneliti bahan bahan pustaka yang 
ada8. Bahan pustaka merupakan sumber data yang diperoleh melalui 
analisis terhadap aturan hukum yang menggatur tentang syarat non 
parpol dan analisis terhadap publikasi yang berkaitan. 
2. Pendekatan Penelitian 
                                                          
7 Muhtadi, Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi. Dalam, Fiat Justitia Jurnal Ilmu 
Hukum Volume 7 No.3,Sept.-Des.2013, Publish Date 26 Oct 2015, diakses melalui situs: 
http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/358848  
8 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,”Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, 





Pendekatan Penelitian yang digunakan dalah pendekatan Normatif. 
Metode pendekatan normatif  adalah metode yang digunakan dengan 
cara melakukan yaitu penelitian melalui doktrin-doktrin atau asas asas 
didalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum 
atau doktrin hukum positif yang berlaku9. Ada pula dokumen yang 
digunakan merupakan aturan hukum tertulis. 
3. Bahan Data 
Penelitian ini menggunaka bahan hukum primer dan sekunder, bahan 
hukum primer adalah bahan bahan hukum yang mempunyai atau 
memiliki otoritas (Kewenangan). Bahan hukum tersebut antara lain 
terdiri dari: a) Peraturan Perundang undangan, b) Putusan Majelis 
hakim, c) Catatan resmi/risalah pembentukan peraturan perundang-
undangan10. Sedangkan Bahan hukum sekunder dapat berupa sutatu 
dokumen tidak resmi atau publikasi mengenai hukum. Bahan bahan 
publikasi tersebut antara lain yaitu: a) Jurnal jurnal hukum, b) Buku 
teks yang membahas suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, 
termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, c) Kamus Hukum 11. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
studi kepustakaan. Data kepustakaan adalah data data yang diperoleh 
melalui penelitian studi kepustakaan yang bersumber, baik dari 
peraturan perundang undangan, buku buku, dokumen resmi, maupun 
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publikasi dan hasil dari suatu penelitian12. Data yang digunakan 
merupakan data yang berkaitan dengan aturan tentang syarat non 
parpol. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data pada penelitian ini mengunakan metode kualitatif. 
Metode kualitatif merupakan metode penelitian dimana prosedur 
penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata 
tertulis dari data data yang diamati. Hasil analisis kemudian disajikan  
secara deskriptif, untuk disusun untuk merumuskan kesimpulan dalam 
membandingkan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 dan mengetahu bagaimana pelasanaan dari 
kedua Putusan MK tersebut. 
G. Sistematika Penulisan 
Rencana penulisan dalam penelitian ini akan disusun ke dalam 4 
(Empat) bab yang mana masing masing bab dari penelitian ini saling 
berkaitan dan merupakan bagian dari tahapan di dalam penelitian ini. 4 ( 
Empat) Bab tersebut akan tersusun sebagai berikut: 
BAB I adalah Pendahuluan, dimana memuat mengenai  pendahuluan 
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Laporan Penelitian. 
BAB II adalah landasan konseptual dari beberapa hal hal yang 
berkaitan dengan obejk dari penelitian ini.  
                                                          





BAB  III adalah Hasil dan Pembahasan yang menjawab dari rumusan 
rumusan masalah yang dibagi dalam tiap tiap Sub Bab. Dimana pada 
penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. 
BAB IV dari peneliitian ini adalah penutup. Bab ini memutat tentang 
simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan permasalahan  yang 
didapat melalui pembahasan pembahasan yang telah di kemukakan dalam 
bab-bab sebelumnya dan juga terdapat saran baik pada permasalahan 






A. Negara Hukum 
Konsep mengenai Negara hukum, jika ditinjau dari segi historis dan 
praktek, bahwa konsep dari negara hukum memiliki berbagai macam 
model dan bentuk.  Contohnya negara hukum yang didasarkan atas Al-
Qur’an dan as-sunnah (Nomokrasi Islam), Negara hukum yang berkonsep 
eropa kontinental (Rechstaat), Negara hukum dengan konsep Anglo Sexon 
(Rule of Law) serta terdapat juga juga konsep negara hukum yang 
berdasarkan pancasila, yaitu Negara Indonesia13. 
Dilihat dari asal asul gagasan mengenai negara hukum, sebenarnya 
telah dikemukakan sejak lama oleh plato melalui karyanya berjudul 
Nomoi, dimana plato berpandangan mengenai penyelenggaraan negara 
yang baik adalah penyelenggaraan yang dijalankan dan didasarkan 
terhadap pengaturan (Hukum) yang baik14. Gagasan tersebut kemudian 
dilanjutkan dan diperjelas oleh muridnya yaitu Aristoteles pada salah satu 
karyanya yaitu yang berjudul “Politica”15. Menurut Aristoteles, Negara 
dapat dikatakan baik apabila dijalankan atas konstitusi yang memiliki 
kedaulatan hukum. 
1. Konsep Negara Hukum 
                                                          







Setiap negara yang memiliki paham sebagai negara hukum, maka akan 
dapat dilihat secara umum,  ada atau tidaknya tiga prinsip dasar, yaitu: 
Pertama, Supermasi Hukum (Supermacy of Law); Kedua, Kesetaraan 
di muka hukum (Equality Before The Law); Ketiga, Penegakan hukum 
dengan tata cara/proses yang tidak melanggar hukum (Due Proces of 
Law)16. Dalam penjabaran selanjutnya, setiap negara hukum akan 
terlihat ciri ciri adanya:  
a. Jaminan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia (HAM); 
b. adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan juga bebas dari 
campur tangan (intervensi) dari pihak manapun; 
c. legalitas dari arti hukum yaitu, bahwa segala hal yang dilakukan, 
baik oleh pemerintah, negara dan juga warga negara, harus berdasar 
atas hukum dan melalui hukum17. 
Selanjutnya gagasan mengenai negara hukum yang pada awal mulanya  
masih samar dan telah tenggelam dalam jangka waktu yang lama. 
Kemudian konsep negara hukum muncul kembali pada abad ke 19. Di 
Eropa dikenal terdapat 2 (Dua) tipe Negara hukum18: 
a. Eropa Kontinental (Jerman, Belanda) yang menganut pada 
Rechtsouvereiniteit (Kedaulatan Hukum), yang berintikan Rechstaat 
(Negara Hukum). Dimana tipe Rechstaat mengatur bahwa, hukum 
merupakan hal yang berdaulat dan negara dipandang/diposisikan 
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sebagai salh satu dari subyek hukum sehingga apabila negara 
melakukan kesalahan maka Negara juga dapat dituntut 
dimuka/dihadapan pengadilan19, sebagaimana layaknya manusia. 
Fridrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, Negara 
Hukum (Rechstaat), berciri-ciri20: Pertama Memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); Kedua 
Melakukan pemisahan/pembagian kekuasaan negara untuk 
menjamin berlakunya hak itu (HAM); Ketiga Pemerintahan 
dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan; 
Keempat ada/terdapatnya  badan Peradilan administrasi. 
b. Anglo-Sexon (Inggris-Amerika) yang menganut tentang Rule of 
Law. Menurut A.V.Dicey, bahwa ciri ciri dari Negara hukum (Rule 
of Law21), yaitu: 
1) Supermasi Hukum (Supremacy of Law), dalam arti kekuasaan 
tertinggi dari hukum. Baik bagi rakat (yang diperintah) maupun 
raja (yang memerintah). Dimana kedua-dudanya perlu taat dan 
tunduk pada hukum. Dan yang berkuasa adalah hukum; 
2) Kedudukan sama bagi siapapun dihadapan/dimuka hukum 
(Equality before the law), baik itu rakyat/masyarakat biasa 
ataupun pejabat. Dalam paham ini semua orang baik pejabat 
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pemerintah maupun rakyat biasa memiliki status yang sama 
menurut pandangan hukum; 
3) Terjaminnya hak asasi manusia (HAM) dengan didicerminkan 
melalui peraturan perundang undangan dan keputusan-
keputusan pengadilan. 
2. Konsep Negara Hukum di Indonesia 
Indonesia merupakan Negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan 
Negara selalu didasarkan hukum. Sebagaimana yang telah tertuang 
dalam pasal 1 ayat 3  UUD NRI tahun 1945 (Dasar Hukum Tertinnggi 
berdasarkan Hierarki Peraturan perundang undangan), bahwa:“Negara 
Indonesia adalah Negara hukum” sehingga negara tidak dapat/tidak 
boleh menjalankan aktivitasnya atas dasar kekuasaan (machstaat) dan 
kesewenang-wenangan belaka, akan tetapi Negara dalam menjalankan 
aktivitasnya berdasarkan peraturan perundang undangan/ konstitusi 
yang berlaku. 
Konstitusi indonesi mengatur Istilah resmi yang dipakai mengenai 
Negara hukum, yaitu tepatnya pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 
1945 adalah “Negara Hukum” yang mana, istilah ini dapat menyerap 
substansi Rechtstaat dari sistem hukum eropa konstinental dan The Rule 
of Law dari sistem hukum Anglo-Sexon, secara bersama sama22. Secara 
umum terdapat tiga hal yang dapat dinilai dari prinsip dasar bagi 
Negara Negara yang menganut sistem Negara hukum, ketiga hal 
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tersebut, yaitu: Pertama, Supermasi hukum; Kedua, Kesetaraan 
dimuka Hukum; Ketiga, Penegakan Hukum dengan cara yang benar 
dan sesuai, yang mana artinya, bahwa dalam menegakan hukum tidak 
boleh bertentangan dengan hukum23. 
Dalam makalah “mekanisme demokrasi pancasila” yang disusun oleh 
Ismail Suny. Terdapat unsur unsur dalam Negara hukum di Indonesia, 
yaitu: Pertama, Menjunjung tinggi hukum; Kedua, Adanya pembagian 
kekuasaan; Ketiga, Adanya perlindungan terhadap HAM serta remidi 
remidi procedural untuk mempertahankannya; Keempat, 
Dimungkinkan adanya peradilan administrasi24. 
Adapun menurut pendapat Sri Soemantri bahwa Negara hukum memuat 
unsur unnsur yang terpenting, yaitu: Pertama, Bahwa dalam 
menjalankan dan melaksanakan tugas serta kewajiban, pemerintah 
harus sesuai dan berdasarkan atas  hukum ataupun peraturan perundang 
undangan yang berlaku; Kedua, Adanya jaminan terhadap HAM bagi 
Warga Negara; Ketiga, Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara; 
Keempat, Ada/terdapatnyanya badan peradilan sebagai lembaga 
pengawasan (Rechterlijke controle)25 yang menjalankan fungsi dari 
kekuasaan kehakiman. 
Menjadikan nilai nilai yang teraktualisasi dan tercermin didalam 
pancasila merupakan sebuah konsep Negara hukum yang dianut Negara 
Indonesia, hal ini dapat dilihat dari bagaimana proses dan hal hal yang 
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menjadi latar belakang perumusan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, 
yang mana kedua hal tersebut sebagai tindakan untuk menyatakan 
kehendak  lahirnya bangsa dan Negara Indonesia, serta sebagai 
filosofis, payung hukum, sumber dari segala sumber hukum di inonesia  
dan juga menjadi tujuan Negara dan bangsa indonesia26. 
Muhammd tahir  azhary, dengan menguti pendapat dari  oeman sena 
adji,  mengatakan bahwa Indonesia memiliki ciri ciri yang khas dari 
Negara hukum Indonesia, karena memiliki pandangan hidup bernegara, 
yang berbeda dari semua Negara yang ada di dunia ini dan merupakan 
hasil dari penggaliaan nilai nilai yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu 
pancasila. Sehingga unsur-unsur dari hukum dari Indonesia  merupakan 
nilai yang dipetik dari seluruh nilai yang ada dalam pancasila27. 
Nilai terkandung pada setiap alenia alenia dalam pembukan UUD NRI 
Tahun 1945, yaitu: Alenia pertama, menjelaskan mengenai alasan 
terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia, yaitu tentang hak dan 
kodrat dari segala bangsa di dunia adalah kemerdekaannya, oleh 
karenanya segala bentuk dan jenis dari  penjajahan merupakan hal yang 
harus dihapuskan melalui peri kemanusiaan dan peri keadilan; Alenia 
kedua, menjelaskan mengenai perjalanan bangsa Indonesia dalam 
memperjuangkan kemerdekaannya; Alenia Ketiga menjelaskan 
mengenai kodrat manusia dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 
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religius yang kemudian menyatakan kemerdekaannya; Alenia keempat 
menjelaskan mengenai terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia yang 
disusun berdasarkan Undang Undang dasar, Wilayah Negara serta dasar 
filosofis Negara bangsa Indonesia, yaitu pancasila yang juga sebagai 
paying dan sumber segala hukum di indonesia28. 
B. Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi 
Hukum dasar dalam menjalankan roda penyelenggaraan 
pemerintahan di suatu Negara disebut dengan  Konstitusi29. K.C Wheare, 
berpendapat bahwa konstitusi adalah penggambaran seluruh sistem 
ketatanegaraan, yang berisi kumpulan peraturan peraturan yang mendasari 
dan mengatur/mengarahkan suatu sistem pemerintahan dari suatu 
Negara30. Dalam prakteknya pengertian konstitusi terdapat 2 (dua) 
pendapat, yaitu Pertama bahwa konstitusi diartikan sebagai Undang 
Undang dasar (UUD), Kedua, bahwa konstitusi diartikan lebih luas dari 
pada UUD, yaitu mencakup juga Groundnorm31.  
Kebanyakan para sarjana ilmu politik dan HTN mengartikan bahwa 
konstitusi adalah sesuatu yang lebih luas dari UUD, karena konstitusi 
mengatur segala hal dan juga secara menyeluruh  dari peraturan peraturan, 
baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dan mengatur lengkap dan 
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30 Soimin, 2013, dalam buku yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dalam system Ketatanegaraan 
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mendasar serta bersifat mengikat tentang tata cara bagaimana suatu 
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu Negara32. 
Di Indonesia, UUD Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia. 
Selanjutnya pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, isi dan 
kandungannya memberikan dampak perubahan yang besar pada hal-hal 
yang mendasar dari sistem ketatanegaraan. Perubahan perubahan tersebut 
mempengaruhi struktur serta mekanisme dari organ konstitusi/lembaga 
Negara33. 
Salah satu bentuk perubahan (amandemen UUD NRI Tahun 1945) yang 
berdampak pada struktur dan mekanisme organ konstitusi adalah dengan 
dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu bagian dari cabang 
kekuasaan Negara yaitu sebagai lembaga yudikatif yang merupakan 
pemegang kekuasaan kehakiman yang mengadili sengketa, dimana 
kewenangannya diatur dalam konstitusi34. Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi sebagai wujud penegasan dari eksistensi pelaksanaan Negara 
hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang 
menganut sistem Cheaks and Balances35. 
Pembentukandari mahkamh konstitusi mendapat respon yang positif, 
sehingga menjadikan pembahasan mengenai mahkamah konstitusi sebagai 
salah satu bahan materi dalam  perubahan UUD NRI Tahun 1945, yang 
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diputus oleh majelis permusyawaratan Rakyat (MPR)36. Karena 
pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan Negara 
indonesia sebagai Negara ke 78 dari semua Negara yang ada di dunia, dan 
menjadi negara pertama pada abad ke 21 yang melakukan pembentukan 
lembaga kekuasaan kehakiman tersebut37. 
Pengaturan tentang mahkamah konstitusi, terdapat pada Pasal 24 ayat 1 
UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Kekuasan Kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan” selanjutnya di jelaskan dalam 
Pasal 24 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, Bahwa, “Kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. 
Mahkamah Konstitusi di bentuk sebagai lembaga yang melakukan uji 
kompetensi dari UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan sebagai bentuk 
penjagaan terhadap konstitusional hukum (Guardians of konstitusional)38, 
dimana putusannya final dan mengikat, karena proses atau mekanisme ini 
merupakan sebuah upaya dalam melakukan penegakan UUD NRI Tahun 
1945, yang harus ditaati oleh peraturan perundang undangan yang 
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hierarkinya berada dibawahnya39. Hal ini sejalan dengan paham Negara 
Hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Dasar 
Negara Indonesia40. Artinya bahwa tidak boleh ada UU atau peraturan 
yang lebih rendah di bawahnya bertentangan dengan konstitusi. Karena hal 
ini merupakan bentuk dari penegasan bahwa Konstitusi/UUD NRI Tahun 
1945 sebagai puncak dalam tata urutan pertauran perundang undangan 
(Hierarki Perundang undangan 
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan langsung oleh Konstitusi  
Dasar (UUD NRI Tahun 1945) yang diatur dalam Pasal 24C ayat 1 
UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Pertama, melakukan pengujinan UU 
terhhadap UUD; Kedua, memutuskan  sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; Ketiga, 
memutuskan pembubaran partai politik; Keempat, memutuskan 
perselisihan pemilihan umum. Selanjutnya dalam pasal 24C ayat 2 
UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan 
atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden 
dan/atau wakil presiden menurut UUD. Dimana semua kewenangan 
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah 
Konstitusi maka putusannya bersifat final 
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 3 UU No 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 
                                                          
39 Pimpinan dan Anggota Badan sosialisasi MPR Periode Tahun 2014-2019, Tahun 2016, “Materi 
Empat Pilar MPR RI”, Sekretariat Jendral MPR RI, Hlm 142 
40 Sekretariat Jendral MPR RI, 2016, dalam Buku yang berjudul “Panduan Pemasyarakatan 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis 





Tentang MK, Bahwa Kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di 
Ibukota Negara Republik Indonesia. 
3. Mahkamah Konstitusi Perwujudan Cabang Kekuasaan Negara yang 
merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjaga konstitusi, 
komponennya terdiri dari 3 cabang kekuasaan Negara, yaitu Eksekutif, 
Legislatif, yudikatif.  Artinya adalah 9 orang hakim Mahkamah 
Konstitusi masing masing terdiri atas tiga orang yang ditunjuk 
presiden, DPR dan MA41. 
4. Judicial review adalah proses atau hak yang diberikan untuk menguji 
yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dalam mengkaji produk hukum 
yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan lainnya, yaitu legislatif, 
eksekutif, yudikatif(Jimly Asshidiqie)42. Baik di dalam kepustakaan 
maupun di dalam prakteknya, Hak Menguji/ Judicial review dikenal 
dengan adanya 2 macam, yaitu: 
a) Hak Menguji Formil adalah kewenang untuk melakukan pengujian 
dalam menilai apakah suatu produk hukum telah di bentuk dengan 
tata cara yang sebagaimana telah  ditentukan dalam suatu peraturan 
perundang undangan. Dalam Pasal 51A ayat 3 UU MK, mengatur 
bahwa  permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan 
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada tata 
cara pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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b) Hak Menguji Materil adalah kewenang untukmelakukan pengujian 
dalam menilai apakah suatu undang undang, isinya telah susuai 
atau malah bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya 
berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan. Hal ini diatur 
dalam Pasal 51A ayat 5 UU MK. 
Dilihat sari segi peraturan apa yang diuji, maka terdapat 2 dua) 
lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji, yaitu:  
a) Menguji UU dan Aturan yang setingkat Undang Undang Dalam 
hal ini merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi sesuai 
dari amanat UUD NRI 1945 dan UU MK. 
b) Menguji Peraturan Dibawah UU Hal ini merupakan kewenangan 
dari salah satu lemabaga yudisial yaitu mahkamah agung sesuai 
dengan Pasal 31 ayat 1-5 UU No 5 Tahun 2004 Tentang perubahan 
atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah, bahwa 
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang 
undang. 
Objek Pengecualian Judicial Review Berdasarkan Pasal 60 UU No 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi , bahwa : 
1) Undang Undang MK Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat 





2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 
C. Lembaga Negara Indonesia 
Dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 tidak 
menjelaskan tentang definisi dari lembaga negara, namun secara bahasa, 
lembaga negara merupakan serapan dari bahasa belanda yang disebut 
dengan istilah Staatsorgan, sedangkan dalam bahasa inggris disebut 
dengan istilah Political Institutions, kedua kata tersebut memiliki arti yang 
sama, yaitu: Badan Negara, Organ Negara atau Lembaga Negara43. 
Jimly Asshidiqie dalam bukunya (Perkembangan dan Konsolidasi lembaga 
Negara pasca reformasi) menjelaskan bahwa, yaitu: Organ atau Lembaga 
Negara adalah badan-badan yang merupakan salah satu penyusun dalam 
struktur dan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan dengan menjalankan 
fungsi law-creating dan law-applying. Lebih sempit lagi pengertian 
lembaga negara adalah lembaga-lembaga yang di bentuk berdasarkan 
hukum yang berlaku, baik itu dibentuk atas dasar  UUD NRI Tahun 1945, 
UU atau oleh peraturan di bawah UU serta mencakup apa yang dimaksud 
dengan lembaga tingkat pusat dan daerah44. 
Dalam ketatanegaraan indonesia, tepatnya diatur dalam naskah UUD NRI 
Tahun 1945, terdapat organ-organ yang disebut secara eksplisit (tertera 
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dengan jelas namanya), namun ada juga lembaga/organ Negara yang 
hanya disebut salah satu baik  hanya dari segi namanya saja, fungsi 
ataupun kewenangannya dan akan diatur dengan peraturan perundang 
undangan atau peraturan yang berada UU45. Berdasarkan hierarkinya 
organ/lembaga negara dapat dibedakan menjadi tiga lapis/jenis, yaitu: 
a. Organ Lapis Pertama 
Organ Lapis Pertama ini disebut juga dengan Lembaga Tinggi Negara 
Yang kewenangannya di berikan dan diatur secara langsung (eksplisti) 
di dalam UUD NRI Tahun 1945, organ organ yang termasuk kedalam 
organ lapis pertama ini yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, MPR, 
DPR, DPD, MA, MK dan BPK 
b. Organ Lapis Kedua 
Organ Lapis Kedua disebut juga dengan Lembaga Negara, terdapat 6 
(enam) lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari UUD 
NRI Tahun 1945,  yaitu, Menteri Negara,Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), Kepolisian, Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (Meskipun 
tidak disebutkan secara langsung dalam UUD NRI Tahun 1945 namun 
dalam Pasal 23D mengatur bahwa Negara mempunyai bank sentral 
dimana susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 
independensinya diatur dengan UU) dan KPU ( meskipun tidak 
disebutkan secara langsung dalam UUD NNRI Tahun 1945 dan hanya 
diatur mengenai kewenangan pokoknya saja, yaitu sebagii lembaga 
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dari penyelenggaraan pemilihan umum), namun ada juga lembaga  
yang kewenangannya diberikan oleh suatu UU dan termasuk kedalam 
Organ Lapis Kedua, misalnya seperti: Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM), Komisi Informasi, Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
c. Organ Lapis Ketiga 
Organ Lapis Ketiga ini mendapatkan kewenangannya  berdasarkan 
peraturan dibawah Undang Undang, Misalnya : Komisi Hukum 
Nasional, Komisi Ombudsman. 
Lembaga Daerah juga termasuk kedalam Organ lapis ketiga, namun 
berbeda sumber kewenangannya. Lembaga daerah mendapatkan 
kewenangannya berdasarkan Konstitusi, tepatnya pada BAB VI UUD 
NRI 1945 Tentang Pemerintahan daerah. Yang dikelompokan menjadi 
menjadi 2 (tingkatan), Yaitu: 
1) Tingkat Provinsi seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD 
Provinsi serta Pemerintah Daerah Provisi 
2) Tingkat kabupaten/ Kota Seperti Bupati dan Wakil Bupati, 
Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota dan juga Pemerintah 
Kabupaten/Kota46. 
Berdasarkan  segi fungsinya, lembaga negara dapat dibedakan menjadi  2 
(dua) jenis, yaitu: 
                                                          





a. Lembaga Utama atau Primer, Yaitu Presiden dan Wakil Presiden, 
DPR, DPD, MPR, MK dan MA; 
b. Lembaga Penunjang atau Auxiliary, Yaitu KY, TNI, Polri, Menteri 
Negara. 
Berdasarkan Cabang Kekuasaannya, Lembaga Negara dapat dibedakan 
menjadi 3 (tiga), yaitu: 
a. Lembaga Legislatif, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan 
sebagai lembaga yang membuat UU;  
b. Lembaga Eksekutif, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan 
sebagai lembaga yang menjalankan UU; 
c. Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan 
sebagai lembaga yang mengawasi UU. 
Dalam perjalanannya hubungan antar lembaga negara mengalami beberapa 
perubahan yang mendasar, yang disebabkan perubahan atau amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, beberapah hal tersebut, yaitu: 
a. Supermasi Hukum 
Sebelum perubahan, berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 
1945, bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, artinya MPR 
dalam memegang penuh kedaulatan dan kemudian di distribusikan 
kepada Lembaga Tinggi Negara. Sedangkan setelah perubahan pada 
pasal tersebut, yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada ditangan 





tetap ditangan rakyat, namun pelaksanaannya didistribusikan secara 
fungsional kepada organ/lembaga negara tanpa melalui MPR. 
Ketentuan ini membawa dampak bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi 
dilakukan sepenuhnya oleh MPR, namun dilakukan menurut UUD 
NRI Tahun 1945. Artinya bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan atau 
dilakukan oleh seluruh organ konstitusi sesuai dengan fungsi dan 
kewenangannya  masing masing, sebagaimana yang telah diamanatkan 
UUD NRI Tahun 1945. 
Konsekuensi atas perubahan tersebut, maka tidak lagi dikenal adanya 
Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara didalam 
sistem ketatanegaran indonesia. Karena semua organ/lembaga negara 
yang merupakan organ konstitusional, kedudukannya/hierarinya  tidak 
lagi berada dibawah MPR, akan tetapi MPR sejajar dengan lembaga 
negara lainnya dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan 
masing masing sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 
NRI Tahun 1945. 
b. Penyelenggaraan Kekuasaan 
Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 
penyelenggaraan kekuasaan dilakukan secara Distribusi (Distribution 
of Power) oleh MPR sebagai kepada Lembaga Tertinggi Negara, 
namun setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 





(Sparation of Power), berdasarkan kewenangan  yang diatur dalam 
UUD NRI Tahun 1945, kepada lembaga lembaga Negara.  
Perubahan UUD NRI Tahun 1945, menyebabkan penyelenggaraan 
kekuasaan mengalami perubahan dari prinsi kedaulatan yang 
sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR, berubah menjadi dilaksanakan 
menurut UUD NRI Tahun 1945. 
c. Penegasan Sistem Presidensil 
Sebelum Amandemen, Indonesia menggunakan sistem presidensil, 
namun pada  prakteknya, presiden dipilih dan diberi mandate, serta 
dapat diberhentikan oleh MPR, Konsekunsinya presiden merupakan 
mandataris dari MPR dan presiden bertanggung jawab kepada MPR. 
Dimana hal ini merupakan ciri ciri dari sistem parlementer. 
Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR sepakat untuk 
mempertahankan sistem presidensil dan menyempurnakan agar sesuai 
dengan ciri ciri sistem presidensil. Dimana pemilihan presiden dan 
wakil presiden tidak lagi dilakukan dengan cara dipilih oleh MPR, 
akan tetapi dilakukan secara langsung dengan cara dipilih oleh rakyat 
melalui pemilihan umum. Sehingga presiden dan wakil presiden tidak 
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, karena presiden dan wakil 
presiden memiliki legitimasi yang kuat. Kecuali, mereka berdua telah 
terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.  
Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak lagi di 





akan tetapi, apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan 
pelanggaran hukum sehingga menjadi ranah hukum, maka proses 
pemberhentian yang dilakukan dalam menghentikan presiden dan 
wakil presiden mennggunakan proses hukum. Dimana dalam konstitusi 
Indinesia, tepatnya pada pasal 24 huruf  C UUD NRI Tahun 1945, 
yang mengatur bahwa organ/lembaga negara yang diberikan 
kewenangan untuk memutus perkara terkait, apakah presiden dan 
wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, adalah 
Mahkamah Konstitusi. 
D. Dewan Perwakilan Daerah 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945, melahirkan sebuah lembaga baru dalam 
struktur ketatanegaraan yaitu, DPD. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No 13 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), bahwa Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 
NRI Tahun 1945. 
Selanjutnya dalam pasal 246 dan 247 BAB IV Bagian Kesatu mengenai 
susunan dan kedudukan (Susduk) UU No 13 tahun 2019. Bahwa DPD 
adalah wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai 
organ/lembaga negara. 
Dalam rangka mendukung dan memperkuat DPR dalam sistem 





negara baru yaitu DPD47. Perbedaan konsep mengeni DPR dan DPD dapat 
dilihat dalam penjelasan UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota 
DPR, DPD  dan DPRD bahwa, peserta pemilu dari pemilihan anggota 
DPR dan DPRD adalah partai politik. Hal ini bertujuan untuk menjalankan 
peran partai politik sebagai sarana dalam memperjuangkan aspirasi 
masyarakat dan sebagai bentuk seleksi serta kaderisasi anggota/penggurus 
partai politik dan juga digunakan sebagai bentuk rekrutmen pimpinan baik 
tingkat pusat/nasional maupun daerah. Sedangkan, sebagai bentuk cara 
untuk mengakomodasi aspirasi adr berbagai keanekaragaman daerah, 
maka melalui Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945, dibentuklah DPD yang 
seluruh anggotanya dipilih dari perseorangan dan telah memenuhi syarat 
sebagai calon anggota DPD, dalam pemilihan umum bersamaan dengan 
pemilihan umum anggota DPR dan DPRD48. 
Berdasarkan orisinal intent DPD sebenarnya ada beberapa pendapat yang 
mengatakan bahwa, tujuan dari lahir/dibentuknya DPD dalam struktur 
parlemen Indonesia dimana seluruh anggotanya menjadi anggota MPR 
menunjukan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral49. Namun 
dibentuknya DPD merupakan perwujudan dari penggambaran tentang 
sistem perwakilan yang khas Indonesia dan bukan menunjukan bahwa  
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Indonesia dalam menjalankan praktek ketatanegaraannnya menganut 
sistem perwakilan bikameral50. Sedangkan sistem yang khas Indonesia 
adalah sebuaah sistem yang dibentuk sebagai perwujudan dari kebutuhan, 
kepentingan serta berbagai tantangan dan sebuah solusi atas 
ketidakpuasaan daerah terhadap berbagai kuputusan yang bersifat 
sentralistik di masa lalu dari bangsa dan Negara indonesia51. Sebagai 
bentuk dalam menjalankan itu semua maka dalam Pelaksanaannya DPD 
mempunyai fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu 
sebagai berikut:  
1. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah 
Berdasarkan Pasal 248 UU No 13 Tahun 2019  Tentang Perubahan 
Ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 
Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 
(1) DPD mempunyai fungsi: 
a. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 
kepada DPR; 
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b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama; serta 
d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, 
pajak, pendidikan, dan agama. 
(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam 
kerangka perwakilan daerah. 
2. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah 
Berdasarkan Pasal 249 UU No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 
Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: 
a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 





pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 
kepada DPR; 
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf.a; 
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah 
rancangan undang-undang yarrg berasal dari DPR atau 
Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a; 
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 
undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan agama; 
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 
surnber daya alarn, dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, 
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daYa ekonomi 





pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK 
sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; 
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 
anggota BPK; 
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan 
j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan 
daerah dan peraturan daerah. 
(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan 







A. Komparasi Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dengan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 
Adanya Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 yang merupakan putusan perkara pengujian 
undang-undang Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dimana syarat 
non parpol dalam persyaratan pencalonan anggota DPD merupakan 
subtansi yang dimohonkan oleh para pemohon. Sebagai langkah awal 
dalam mengkomparasikan kedua putusan tersebut, maka sebelumnya 
perlulah didientifikasi terlebih dahulu mengenai pertimbangan mahkamah 
konstitusi dari kedua putusan tersebut, yaitu:. 
1. Pertimbangan dan Amar Putusan pada Putusan MK No.10/PUU-
VI/2008 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sebelum memberikan  
pandanganya terhadap kedudukan hukum (legal standing) dan  pokok 
permohonan Pemohon, maka perlu terlebih dahulu bagi mahkamah 
konstitusi untuk memberikan pendapatnya tentang desain dari 
konstitusional DPD. Berikut ini merupakan gambaran/perspektif dari 
desain konstitusional DPD sebagai organ/lembaga negara yang mana 
telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 
 Sebagai bentuk perwujudan dari prinsip “checks and balances” 
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia maka dibentuklah DPD 





sebagai lembaga yang membawa serta memperjuangkan aspirasi 
aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan di 
tingkat nasional, dan sebagai bentuk  penyeimbang terhadap DPR 
yang merupakan representasi politik (political representation),  dan 
merupakan lembaga yang membawa aspirasi dan kepentingan dari 
berbagai politik partai politik dalam kerangka kepentingan di 
tingkat nasional; 
 Dibentuknya DPD dalam ketatanegaraan indonesia yang mana 
seluruh anggotanya bersama anggota DPR menjadi anggota MPR, 
merupakan perwujudan dari penggambaran tentang sistem 
perwakilan yang khas Indonesia dan bukan menunjukan bahwa 
Indonesia bahwa Indonesia dalam menjalankan praktek 
ketatanegaraannnya menganut berdsarkan  sistem perwakilan 
bikameral; 
 Meskipun DPD memiliki keterbatasan kewenangan  konstitusional 
sebagai lembaga Negara yang termasuk bidang legislatif, akan 
tetapi  kewenangannya baik pada bidang legislasi, anggaran, 
pengawasan, dan pertimbangan merupakan kewenangan yang 
berkaitan dan berorientasi secara langsung dengan kepentingandan 
aspirasi daerah yang harus diperjuangkan di dalam tingkat 
nasional, agar terjadinya keseimbangan antara kepentingan 





 DPD adalah representasi daerah yang mewakili provinsi dimana 
tempat dari daerah pemilihannya, maka anggota DPD dipilih 
melalui Pemilu dengan perseorangan sebagai peserta pemilunya 
(Bukan partai politik sebagai peserta pemilu) dan dipilih dengan 
jumlah yang sama dari setiap provinsi; 
Setelah memberikan gambaran/perspektif mengenai desain DPD 
sebagai lembaga negara dan organ konstitusi sebagaimana dimaksud 
oleh UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya adalah pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi terhadap: 
a. Kedudukan Hukum (legal Standing) 
Mengenai kedudukan hukum para pemohon (legal standing), para 
Pemohon mendalilkan bahwa mereka mempunyai kedudukan 
hukum/legal standing, sedangkan DPR dan Pemerintah 
berpendapat dengan dalil dalilnya bahwa mereka para pemohon 
tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing. Berikut ini 
pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi  dalam Putusan 
MK No.10/PUU-VI/2008 Terhadap kedudukan hukum/legal 
standing para pemohon: 
1) Terhadap Pemohon I 
Sebanyak 5 dari 9 orang Hakim Konstitusi, berpendapat bahwa 
Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing), 





 DPD memiliki kualifikasi sebagai pemohon dan 
mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d 
UU MK; 
 Diamanatkan cecara implisit dalam Pasal 22D ayat 1-3 
UUD NRI Tahun 1945, bahwa DPD memiliki kewenangan 
untuk membawa, memperjuangkan kepentingan dan 
aspirasi daerah. Sehingga DPD juga memperoleh hak untuk 
melakukan penguatan (empowering) terhadap dirinya, 
dimana salah satu cara dari pengutan adalah dengan melalui 
persyaratan rekrutmen calon anggotanya; 
 DPD yang merupakan lembaga Negara dan organ 
konstitusi, merupakan pihak yang paling layak untuk 
bertindak (proper party) sebagai Pemohon pengujian UU, 
apabila terdapat  hal hal yang berpengaruh terhadap raison 
d’etre  dari keberadaannya, maupun kewenangan 
konstitusionalnya sebagai lembaga yang membawa, 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. 
Terdapat 4 dari 9 orang Hakim Konstitusi yang berpendapat 
bahwa kewenangan konstitusional dari DPD yang diamanatkan 
dalam pasal 22D ayat 1-3 UUD NRI 1945, tidak ada kerugian 
terhadap pemohon I, atas berlakunya Pasal 12 dan 67 UU No 





berpendapat bahwa, Pemohon I tidak memiliki kedudukan 
hukum (legal standing). 
2) Terhadap Pemohon II 
Terdapat 5 dari 9 orang orang Hakim Konstitusi berpendapat 
bahwa keberadaan dan juga kedudukan anggota DPD tidak 
dapat dilepas dan dipisahkan dari desain konstitusional DPD. 
Sehingga membuat 5 orang hakim berpandangan Pemohon II 
yaitu anggota DPD mempunyai kedudukan hukum (legal 
standing) sebagai pemohon. 
Sebanyak 4 dari 9 orang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa 
Pemohon II, karena pemohon masih dapat mencalonkan diri 
sebagai anggota DPD lewat Pemilu 2009 dan  tidak dirugikan 
hak konstitusional dari pemohon II atas berlakunya Pasal 12 
dan 67 UU No 10 Tahun 2008. 
3) Terhadap Pemohon III 
Terdapat 3 dari 9 orang Hakim Konstitusi yang berpendapat 
bahwa selama ini Mahkamah memberikan legal standing 
kepada para Pemohon pengujian UU kepada kelompok 
masyarakat seperti, asosiasi, yayasan, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan lain-lain yang memiliki keterpedulian 
terhadap berbagai masalah yang terkait dengan UU yang 
dimohonkan pengujian, asalkan hal itu tercermin didalam 





Sehingga menurut ketiga orang hhakim ini bahwa pemohon III 
mempunya kedudukan hukum (legal standing). 
Sebanyak 6 dari 9 orang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa 
Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 
standing), karena hak konstitusionalnya sebagai pemerhati, 
penggerak Pemilu dan parlemen tidak terhalangi haknya atas 
berlakunya pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008. 
4) Terhadap Pemohon IV 
Sebanyak 4 dari 9 orang Hakim Konstitusi menyatakan 
Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing), 
karena sebagai perseorangan yang tinggal di provinsinya 
masing masing mempunyai kepentingan pabila menjadi calon 
anggota DPD agar  tidak terjadi persaingan terhadap calon  
perseorangan yang berasal dari lain provinsi dan juga tidak 
terjadi persaingan antara perseorangan dengan seseorang yang 
juga merupakan pengurus partai politik tertentu. 
Terdapat 5 dari 9 orang Hakim Konstitusi menyatakan 
Pemohon IV tidak memiliki legal standing, karena berlakunya 
12 dan 67 UU 10 Tahun 2008, tidak merugikan dan juga tidak 
mengurangi hak konstitusional dari pemohon IV untuk menjadi 
calon anggota DPD, sedangkan mengenai persaingan antara 
calon untuk menjadi anggota DPD, merupakan hal yang wajar 





Berdasarkan uraian diatas, maka mahkamah konstitusi berpendapat 
bahwa Pemohon I (DPD) dan II (Anggota DPD), telah memenuhi 
syarat untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai 
pemohon untuk mengajukan permohonan. 
b. Pokok Permohonan 
Dalil yang disampaikan oleh para Pemohon dan didukung pendapat 
para ahli, namun telah disanggah oleh DPR dan Pemerintah dan 
dalam permohonan, para pemohon juga menyadari mengenai 
bahwa perkara mengenai ketiaadaan norma domisili dan non-
parpol dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008, bukan norma 
yang dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, ayat, atau bagian 
dari suatu undang-undang sehingga menjadikan masalah yang 
dilematis, dan menjadikan petitum yang diajukan para Pemohon 
ada yang bersifat alternatif. Maka berikut ini pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, yaitu: 
Menimbang, berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, bahwa 
: Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 
dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”. Sedangkan 
permohonan mengenai ketiadaan suatu norma yang menurut 
Pemohon seharusnya ada dalam suatu undang-undang, dapat 






Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ini berpendapat, terdapat 
beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai pokok 
permohonan, yaitu: 
1) Tentang Syarat Domisili 
Menimbang bahwa apakah syarat domisili merupakan norma 
konstitusi yang terkandung (implisit melekat) pada Pasal 22C 
ayat 1-2 UUD NRI Tahun 1945 sehingga menjadi syarat yang 
mutlak dan harus tercantum dalam syarat pencalonan anggota 
DPD yang diatur dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 
2008, karena norma tersebut pernah tercantum di dalam UU No 
12 Tahun 2003 dan pernah dimuat dalam RUU Pemilu 2008 
versi Pemerintah. 
Terhadap masalah tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa syarat domisili (berdomisili di provinsi yang 
diwakilinya) merupakan norma yang terkandung (implisit) dan 
melekat pada ketentuan Pasal 22C ayat 2 UUD NRI Tahun 
1945. Sehingga, norma yang implisit dan melekat tersebut 
seharusnya dicantumkan sebagai norma yang eksplisit dan 
harus dirumuskan dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 
2008 sebagai syarat bagi calon anggota DPD.  
2) Tentang Syarat Non Partai Politik (Parpol) 
Menimbang Bahwa apakah syarat non-Parpol merupakan 





ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, sehingga menjadi syarat mutlak 
dan harus tercantum dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 
2008, hanya karena norma yang demikian pernah tercantum 
dalam UU No 12 Tahun 2003 dan dimuat dalam RUU Pemilu 
2008 versi Pemerintah. 
Terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa berdasarkan perspektif desain konstitusional DPD dalam 
UUD NRI Tahun 1945, bahwa syarat non-parpol tersebut 
bukanlah norma yang implisit dan melekat pada Pasal 22E ayat 
4 UUD NRI Tahun 1945. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat kandungan norma yang ada 
dalam pasal 22E ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, mengartikan 
bahwa perseorangan harus ‘mencalonkan’ dirinya sendiri 
sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh partai politik 
tertentu. Hal ini berbeda pemilihan anggota DPR, dimana 
perseorangan yang menjadi calon anggota DPR harus 
dicalonkan melalui partai politik tertentu yang merupakan 
peserta  pemilu sesuai ketentuan dalam Pasal 22E ayat 3 UUD 
NRI Tahun 1945. 
Dalam UU No 12 Tahun 2003 serta draf RUU Pemilu versi 
Pemerintah yang dijadikan dalil para Pemohon, tidak  terdapat 
istilah non-parpol, melainkan, bukan pengurus partai politik, 





ketatanegaraan di Indonesia baik pada era Konstitusi RIS 
Tahun 1949 dan era berlakunya kembali UUD NRI Tahun 
1945 bagi keanggotaan Senat RIS dan Utusan Daerah. 
Dengan demikian mahkamah konstiusi berpendapat bahwa, 
syarat non-Parpol pada istilah “perseorangan” bukanlah suatu 
norma konstitusi yang implisit melekat pada pasal 22E ayat 4 
UUD NRI Tahun 1945 sehingga juga tidak mutlak harus 
tercantum dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008. 
3) Ketiadaan Suatu Norma 
Menimbang bahwa apakah ketiadaan suatu norma yang bersifat 
implisit dan melekat dalam pasal  22C ayat 1-2 UUD NRI 
Tahun 1945, dimana dalam hal ini adalah syarat domisili yang 
seharusnya ada (eksplisit) dan dimuat dalam pasal 12 dan 67 
UU No 10 Tahun 2008 dapat dimohonkan pengujian memgenai 
konstitusionalitasnya. 
Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan mengacu pada Pasal 
51 ayat 3 huruf b UU MK, tidak mungkin  untuk diajukan 
pengujian konstitusionalitasnya. Karena, permohonan yang 
demikian dianggap kabur (obscuur libel), dan berakibat 
permohonan tidak dapat diterima sebagaimana telah diatur dan 
tentukan dalam Pasal 56 ayat 1 UU MK. Namun demikian, 
apabila suatu pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang 





diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau 
bagian undang-undang. Maka Mahkamah Konstitusi dapat 
menyatakan hal tersebut dengan beberapa ketentuan, yaitu 
dengan cara menyatakan, rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian 
undang-undang “konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional)” atau “inkonstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional)”. 
Menimbang terhadap pokok permohonan a quo, terdapat tiga 
alternatif putusan Mahkamah, yaitu: 
a) Permohonan konstitusionalitas Pasal 12 dan 67 UU No 10 
Tahun 2008 dipandang sebagai kabur atau tidak jelas 
dengan akibat permohonan tidak dapat diterima. 
b) Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 dinyatakan sebagai 
“konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)” 
akan berdampak amar putusan “permohonan ditolak”, 
sedangkan pernyataan ini tidak sesuai dengan spirit 
(implisit melekat pada) UUD NRI Tahun 1945 dan hanya 
tercantum dalam pertimbangan hukum, sehingga tidak akan 
berpengaruh dalam pemberlakuan Pasal 12 dan 67 UU No 
10 Tahun 2008, kecuali jika pembentuk undang-undang 
atau KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 





c) Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008 dinyatakan 
“inkonstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional)”, akan berdampak bahwa amar putusan 
“permohonan dikabulkan”, yang berarti seluruh ketentuan 
yang tercantum dalam Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 
2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah berpendapat bahwa 
Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008 adalah “konstitusional 
bersyarat (conditionally constitutional)”, yang berarti bahwa 
Pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945. 
c. Amar Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 
Berdasarkan berbagai pendapat dari para pihak dan juga 
pertimbangan mahkamah konstitusi, maka berikut ini amar Putusan 
MK No.10/PUU-VI/2008, yaitu: 
1) Mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon I  dan II;  
2) Menyatakan Pasal 12 huruf c UU No 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tetap konstitusional  
dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat sepanjang dimaknai memuat syarat 
domisili di provinsi yang akan diwakili; 





4) Menyatakan Permohonan pemohon III dan IV Tidak dapat 
diterima permohonan (niet ontvankelijk verklaard); 
d. Distancing Opinion 
Berikut ini merupakan pendapat berbeda (distancing opinion) dari 
4 (empat) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi I Dewa 
Gede Palguna, H.A.S. Natabaya, H. Harjono dan Moh. Mahfud 
MD. Yang mempunyai pendapat, sebagai berikut: 
Berpegang pada konstruksi Pasal 51 ayat 1 UU MK, yang 
merupakan bagian dari hukum acara mahkamah konstitusi, maka 
dalam pengujian UU No 10 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945, 
Mahkamah Konstitusi harus memastikan satu hal terlebih dahulu 
sebelum memeriksa pokok permohonan, yaitu: mengenai 
kedudukan hukum dari pemohon. 
Apakah pemohon mempunyai/memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk bertindak mengajukan permohonan pengujian UU 
No 10 Tahun 2008, karena pemohon berpendapat telah dirugikan 
hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya UU A Quo? Yang 
mana kedua pasal tersebut mengatur tentang persyaratan untuk 
dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Artinya kedua pasal 
tersebut berkenaan dengan dapat atau tidaknya seseorang untuk 
mencalonkan dirinya sendiri sebagai anggota DPD (right to be 
candidate). Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat 1 UU 





UU No 10 Tahun 2008 adalah persorangan. Karena tidak mungkin 
kedua pasal tersebut merugikan hak konstitusional dari organ/ 
lembaga negara, kesatuan masyarakat hukum adat dan badan 
hukum. Sebab ketiga pihak tersebut tidak mungkin mencalonkan 
diri sebagai anggota DPD.  
Ke empat hakim mahkamah konstitusi yang memiliki pendapat 
berbeda, berpandangan  bahwa tidak terdapatnya syarat domisili 
dan syarat non partai politik (Parpol) dalam Pasal 12 dan 67 UU 
No 10 Tahun 2008 tidaklah menghambat, menghalangi, atau 
menghilangkan right to be candidate Pemohon II-IV untuk 
menjadi calon dan anggota DPD. 
Berdasarkan uraian di atas, ke-empat orang hakim berpendapat 
bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon 
sebagai akibat atas berlakunya Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 
2008. Sehingga seharusnya permohonan para pemohon dinyatakan 
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
Keempat orang hakim yang bependapat lain (distancing opinion) 
juga berpandangan, bahwa, Selain pertimbangan di atas, bahwa 
Pemohon harus mejelaskan secara jelas dan detail bagian mana dari 
ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu UU yang bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan pasal 51 





UU MK, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, harus dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, ketentuan 
yang hendak dinyatakan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” harus 
ada secara konkret dan jelas. Sedangkan substansi yang di ujikan 
adalah menghendaki Mahkamah menambahkan ketentuan ke 
dalam pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008, dimana ini 
merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh 
Mahkamah sebagai negative legislator karena hal demikian 
merupakan kewenangan pembentuk undang undang selaku positive 
legislator.  
Sedangkan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, akan 
menjadikan Mahkamah bertindak ultra vires dan membuat 
preseden buruk didalam praktik ketatanegaraan, sebab putusan 
Mahkamah bersifat final dan mengikat (final and binding) dan juga 
akan membuat Mahkamah bermetamorfosis menjadi postive 
legislator. Karena, sekali Mahkamah Konstitusi membenarkan 
dirinya menambahkan materi tertentu ke dalam suatu ketentuan 
UU, maka Mahkamah tidak mempunyai alasan menolak 
permohonan serupa dimasa yang akan datang.  
Seandainya pun anggapan dan dalil dari para pemohon benar 





dari Pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008, maka hal maksimal 
yang dapat dilakukan Mahkamah, tanpa melanggar hukum acara, 
adalah dengan cara menyatakan “konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional)” ke dalam pasal tersebut. Namun, hal 
tersebut tidak mungkin dilakukan Mahkamah. Sebab, agar dapat 
dinyatakan konstitusional bersyarat, ketentuan atau norma tersebut 
harus merupakan bagian dari ketentuan yang diuji, sementara 
dalam kasus permohonan a quo ketentuan tersebut tidak ada dalam 
UU A Quo, sehingga permohonan para pemohon menjadi kabur 
(obscuur). 
2. Pertimbangan dan Amar Putusan pada Putusan MK No.30/PUU-
XVI/2018 
Berikut ini pertimbangan Mahkamah Konstitisi dalam Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018, yaitu : 
a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 
Sembilan orang hakim berpendapat bahwa pemohon mempunyai 
kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam pengujian UU No 7 Tahun 2017, Karena 
berdasarkan pasal 51 ayat 1 UU MK Juncto Putusan MK 
No.006/PUU-III/2005 dan Putusan  MK No.11/PUU-V/2007,  
bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 





konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan atas 
berlakunya suatu undang-undang.  
b. Pokok Permohonan 
Argumentasi pemohon mengenai inkonstitusionalitas dari frasa 
“pekerjaan lain” yang diikuti frasa “yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai 
anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”, dalam Pasal 182 huruf l UU No 7 tahun 2017 harus 
dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap terhadap Pasal 28D 
ayat 1 UUD NRI 1945, karena: Pertama, Pasal 22D UUD 1945 
mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan DPD; Kedua, Mahkamah 
Konstitusi telah mengatur fungsi dan kewenangan DPD yang telah 
termuat dalam Putusan MK No.10/PUU-VI/2008. 
Selain 2 (dua) alasan tersebut pemohon juga berpandangan bahwa: 
1) Latar belakang dan alasan dari dibentuknya DPD merupakan 
sebuah bentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan 
membangun control keseimbangan antarcabang kekuasaan 
negara sekaligus memperkuat ikatan daerah dalam Bingkai 
NKRI; 
2) Seseorang yang merangkap sebagai pengurus partai politil dan 
juga sebagai anggota DPD, dapat menimbulkan benturan 
kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan haknya 





mentolerir atau memberi kesringan adanya anggota partai 
politik menjadi anggota DPD karena kecil kemungkinan 
timbulnya benturan kepentingan.  
3) Di masa lampau yaitu saat pemilu 2004 pernah di berlakukan 
syarat non perpol, yaitu tepatnya pada Pasal 63 huruf b UU No 
12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, 
yang mengamanatkan bahwa, calon anggota DPD tidak 
menjadi pengurus partai politik ( Parpol) sekurang-kurangnya 4 
(empat) tahun terhitung sampai dengan tanggal pengajuan 
calon. 
Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa sebelum menimbang 
lebih jauh pendapat dan juga dalil yang disampaikan oleh 
pemohon, maka penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
menelaah dan mendalami secara ringkas latar belakang dan juga 
historis lahirnya DPD, Yang mana sebagai berikut: 
Secara historis DPD lahir sebagai solusi untuk mencegah dan juga 
mengatasi ketidakpuasanyang telah terjadai di berbagai daerah, 
yang disebabkan atas pengambilan keputusan politik di tingkat 
nasional yang bersifat sentralistik (sebelum dilakukan perubahan 
UUD 1945). Oleh karena itu dengan dilandasi pemikiran tersebut 
DPD diharapkan menjadi sebuah lembaga yang dibentuk untk lebih 
mengakomodasi aspirasi dan juga kepentingan daerah, mempunyai 





masukan serta melakukan pengawasan  terhadap keputusan politik 
yang diambil di tingkat nasional, terutama yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan daerah. Dimana gagasan tersebut akan 
terwujud apabila kepentingan dan juga aspirasi daerah tercermin 
dalam keputusan politik di tingkat nasional, khususnya kebijakan 
dalam bidang legislasi. Oleh sebab itu keanggotaan DPD haruslah 
diisi dengan perseorangan yang berasal dari luar partai politik, 
karena DPD sebagai kekuatan penyeimbang di dalam tubuh MPR, 
yang didalamnya terdapat  DPR yang pengisian anggotanya berasal 
dari partai politik. 
Mahkamah berpendapat Anggota DPD perlu didesain dari tokoh-
tokoh daerah yang memiliki kemampuan unruk memahami 
kebutuhan daerah dan mampu untuk menyuarakan serta 
memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi daerah dalam 
pengengambil keputusan politik yang berkaitan langsung mengenai 
kepentingan daerah di tingkat nasional khususnya dalam proses 
legislasi. Karena apabila anggota DPD merupakan seseorang yang 
merangkap sebagai pengurus partai politik tertentu, maka akan 
terjadi perwakilan ganda di dalam keanggotaan MPR. Dimana 
partai politik telah diwakili melalui keanggotan DPR, akan 
terwakili juga melalui keanggotaan DPD.  
Perwakilan ganda didalam tubuh MPR akan dapat menyebabkan 





UUD NRI Tahun 1945, bahwa, MPR dibentuk sebagai cerminan 
dari perwakilan politik dan perwakilan wilayah. Akan tetapi 
dengan adanya syarat non parpol maka dapat mencegah munculnya 
perwakilan ganda didalam tubuh MPR dan pada saat yang 
bersamaan, prinsip perwakilan wilayah melalui pemilu akan 
terpenuhi juga. 
Mahkamah berpendapat, bahwa mengenai putusan terkait 
keanggotaaan dan kewenangan DPD, yaitu Putusan MK 
No.10/PUU-VI/2008. Serta putusan selanjutnya yaitu Putusan MK 
No.92/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi akan tetap konsisten 
pada pendiriannya dalam menjaga hakikat DPD sesuai dengan 
desain UUD NRI Tahun 1945. Dimana Pertimbangan Mahkamah 
didalam Putusan MK No.92/PUU-X/2012, menekankan bahwa 
pengisian jabatan anggota DPD sebagai representasi 
daerah/territorial, bukan berasal dari papol tertentu, dan hal ini 
merupakan pembeda dari pengisisan jabatan anggota DPR yang 
berasal dari partai politik tertentu. 
Mahkamah berpendapat bahwa setelah mempertimbangkan historis 
dari latar belakang mengenai pemikiran dibentuknya DPD dan juga 
mempertimbangka pendirian Mahkamah Konstitusi yang berkaitan 
dengan keanggotaan DPD sebagaimana telah dituangkan dalam 
pertimbangan mahkamah pada Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 





timbul saat ini adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih 
relevan atau tidak dengan perkembangan masyarakat yang telah 
terjadi saat ini. Karena pertanyaan ini berkaitan dengan dalil 
Pemohon yang berpegang pada pemikiran dari dibentuknya DPD 
dan fungsi DPD serta hak-hak yang diberikan kepada anggota DPD 
sebagaimana telah tercermin dalam kewenangan DPD yang 
didasarkan atas UUD NRI Tahun 1945. 
Mahkamah berpandangan bahwa tidak ada alasan yang kuat dan 
mendasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendirian. 
Namun Sebaliknya, Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya 
mengenai pengisian keanggotaan DPD. Karena, Pasal 182 huruf  l 
UU No 7 tahun 2017 yang mengatur persyaratan calon anggota 
DPD, yang tidak menyebutkan secara jelas dan tegas larangan bagi 
pengurus parpol tertentu untuk mencalonkan diri sebagai anggota 
DPD. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum apakah 
perseorangan WNI sekaligus pengurus parpol tertentu dapat di 
perkenankan menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  
Penting bagi Mahkmah Konstitusi menegaskan yang dimaksud 
“pengurus Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai 
dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan 





Menimbang, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah 
dimulai, dan terdapat bakal calon anggota DPD yang merupakan 
pengurus partai politik akan terkena dampak putusan ini, maka 
KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan 
untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang menyatakan 
mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang 
dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum. 
c. Amar Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 
AMAR PUTUSAN Mengadili, 
(1) Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan; 
(2) Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik; 
3. Komparasi Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan sub bab dalam poin 1 dan 2  
maka dapat gambarkan sebuah matriks komparasi Putusan MK 
No.10/PUU-VII/2008 dengan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 dan 
dari menkomparasikan ini dapat dilihat baik sisi persamaan ataupun 






 Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 Putusan MK No.30/PUU-
XVI/2018 
Keterangan 
TENTANG UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD dan DPRD 
UU No 7 tahun 20017 Tentang 
Pemilu 
Sama 
JENIS PENGUJIAN Hak Uji Materil Hak Uji Materil Sama 
OBYEK PERMOHONAN Syarat Domisili dan Syarat Non Parpol 
(Ketiadaan Norma Domisili dan Non Parpol) 
Pasal 12 dan 67 UU No 10 tahun 2008 
Syarat Non Parpol 
(Frasa Pekerjaan Lain) Pasal 182 
Huruf l UU No 7 Tahun 2017 
Sama 
PEMBANDING Pasal 22C ayat 1 dan Pasal 22 E ayat 4 UUD 
NRI 1945 






1. Legal Standing 
a. Pemohon I dan II memiliki legal 
standing 
b. Pemohon III dan IV Tidak memiliki 
Legal Standing 
1. Legal Standing, bahwa 
pemohon memiliki legal 
standing 
2. Pokok permohonan 






2. Pokok Permohonan 
a. Bahwa terkait syarat domisili 
merupakan norma yang implisist 
melekat pada pasal 22 C ayat 1 UUD 
NRI Tahun 1945. 
b. Bahwa terkait syarat non perpol, bukan 
merupakan norma yang implisit dalam 
pasal 24 E ayat 4 UUD NRI Tahun 
1945. 
terhadap pasal 182 huruf I 
UU No. 7 Tahun 2017 
tentang pemilu akan 
menimbulkan ketidakpastian 
hukum apakah perseorangan, 
warga negera Indonesia yang 
sekaligus pengurus partai 
politik dapat atau tidak boleh 
menjadi calon anggota DPD, 
sehingga bertentangan 
dengan pasal 28D ayat 1 
UUD NRI Tahun 1945   
AMAR PUTUSAN Mengabulkan Syarat Domisili dan Menolak 
Syarat Non Parpol 






Distancing Opinion 1. Legal Standing 
Hanya perseorangan yang dapat melakukan 
permohonan pengujian undang-undangan 
aquo, tidak mungkin merugikan hak 
konstitusional lembaga negara, badan 
hukum, ataupun kesatuan masyarakat 
hukum adat. 
2. Kewenangan Pengujian  
Permohonan pemohon adalah 
menambahkan ketentuan ke dalam pasal 
pada undang-undang aquo, dimana ini 
merupakan suatu hal yang tidak mungkin 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 








B. Pelaksanaan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 
Setelah menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan 
dari Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No.30/PUU-
XVI/2018, berikut ini merupakan analisis pelaksanaan Putusan MK 
No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018, yaitu : 
1. Pelaksanaan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 
Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 merupakan putusan konstitusional 
bersyarat (condisionlly constitusion), Konstitusional beryarat 
merupakan bahwa norma dalam undang undang dianggap 
konstitusional jika dimaknai sesuai dengan yang ditentukan mahkamah 
konstitusi52. Terjadinya Putusan konstitusional bersyarat karena 
permohonan yang diajukan beralasan sehingga membuat permohonan 
tersebut dikabulkan, akan tetapi tidak mengubah isi norma pasal 
tersebut, namun hanya dengan memaknai pasal tersebut sesuai dengan 
penafsiran Mahkamah Konstitusi53. 
Syarat domisili dalam pasal 12 dan 67 UU No 10 Tahun 2008 Tentang 
pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD , tetap konstitusional sepanjang 
memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili oleh calon 
anggota DPD tersebut. Artinya ketentuan ayat yang menyatakan 
“bertempat tinggal di wilayah NKRI” harus dimaknai bahwa calon 
                                                          
52 Meirina Fajarwati, 2015 “Problematika dalam Putusan Konstitusional bersyarat Mahkamah 
Konstitusi”, Jurnal Rechts Vinding Online, 20 Oktober 2015, Hlm 2 





anggota DPD, harus orang yang bertempat tinggal/berdomisili di 
daerah (Provinsi) tempat calon tersebut mendaftarkan54. 
Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa mengenai syarat non parpol 
yang di ajukan oleh pemohon, bahwa tidak adanya ketentuan yang 
mengatur secara  eksplisit bukan berarti, menjadikan pasal tersebut 
inkonsistusional. Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa UUD NRI 
Tahun 1945 tidak mengatur baik secara eksplisit maupun implisit 
bahwa calon anggota DPD hanya perseorangan atau membatasi calon 
anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik55.  
Pelaksanaan putusan MK No.10/PUU-VI/2008, menjadi pedoman bagi 
KPU dalam melaksanan pencalonan anggota DPD dalam pemilu 2009, 
tanpa harus melakukan perubahan terhadap UU No 10 Tahun 200856 
ataupun Peraturan KPU No 13 Tahun 2008 Tentang teknis tata cara 
penelitian, verifikasi, penetapan dan pencalonan perseorangan peserta 
pemilihan umum anggota DPD Tahun 2009. 
2. Pelaksanaan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 
Dalam Melaksanakan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018, Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengeluarkan 
Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan 
peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.  
                                                          
54 Syukri Asy’ari, 2013 “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian 
Undang Undang (Studi Putusan Tahun 2012-2013)”, Kepaniteraan dan Sekretariat jendral 
Mahkamah Konstitusi, Hlm 23 
55 Ibid Hlm.23 





Wujud dari pelaksanaan Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018, terdapat 
dalam pasal 60A ayat 1 PKPU No 26 Tahun 2018 yang mengatur 
bahwa, sebagai salah satu syarat  menjadi bakal calon Anggota DPD 
adalah “termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai 
politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi 
dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota”. 
Selanjutnya di atur dalam ayat 2, bahwa “Bakal calon Anggota DPD 
wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai 
politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD”. 
Prakteknya setelah PKPU ini disahkan  dan ketika akan dilaksanakan, 
terjadi suatu hambatan, yaitu : Uji Materil oleh Mahkamah Agung 
Terhadap Peraturan KPU No 26 Tahun 2018. Dimana putusan tersebut 
bernomor: 65 P/HUM/2018, yang di mohonkan oleh Oesman Sapta 
Odang, dam dikabulkan permohonan pemohon mengenai pasal 60A 
PKPU No 26 tahun 2018. Putusan mahkamah agung (poin1-3) tersebut 
manyatakan, bahwa: 
(1) Sebagian permohonan Dr. OESMAN SAPTA diterima dan 
dikabulkan; 
(2) Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU 
Nomor 14 Tahun 2018, bertentangan dengan peraturan perundang-





1 huruf i UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan; 
(3) Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU 
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta 
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak 
diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 
2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017; 
Putusan Mahkamah Agung ini justru mengatur bahwa Peraturan KPU 
No 26 Tahun 2018 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan 
berlaku umum, sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Calon 
Anggota DPD yang merupakan Peserta 2019. Padahal Peraturan KPU 
No 26 tahun 2018, merupakan wujud dari pelaksanaan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018 yang sesuai dari pasal 10 ayat 1 UU  No 10 
Tahun 2020 yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan final serta mencakup 
pula kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada upaya 
hukum yang dapat ditempuh (final and binding). Sehingga berdasarkan 
uraian tersebut maka telah terjadi disharmonisasi dalam putusan 







Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan 2 
(dua) hal, sesuai dengan 2 (dua) rumusan masalah yang di angkat dalam 
penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:  
1. Komparasi Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dengan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018, Bahwa Pada Pemilu 2008 sampai dengan Pemilu 
2014, terkait tentang pencalonan anggota DPD, tidak terdapat norma 
mengenai syarat non parpol, sehingga memberikan kesempatan bagi 
mereka yang merupakan pengurus partai  politik dapat mencalonkan diri 
sebagai anggota DPD; dan pada pemilu 2019, terdapat syarat non parpol 
yang merupakan pemaknaan dari frasa “pekerjaan lainnya” dari Putusan 
MK No.30/PUU-XVI/2018, sehingga menjadikan seseorang yang 
memiliki kedudukan fungsionaris (Pengurus) dalam partai politik tertentu 
di haruskan mundur untuk memenuhi syarat pencalonan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). 
2. Pelaksanaan Putusan MK No.10/PUU-VI/2008 dan Putusan MK 
No.30/PUU-XVI/2018, yaitu: Bahwa pelaksanaan dari Putusan MK 
No.10/PUU-VI/2008, hanya berfsifat kondisional konstituti dan memaknai 
saja. Dan pelaksanaan dari Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018, 
mengabulkan tanpa syarat dan bukan hanya sekedar mekmanai frasa 





tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, menjadi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 
2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Daerah. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan 
kepada: 
1. Kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif, yang 
salah satu kewenangannya adalah mengajukan dan membahas Undang 
Undang mengenai otonomi daerah, maaka sudah sepantasnya bagi DPD 
untuk terbuka akan syarat non parpol, karena undang undang mengenai 
otonomi daerah selain sebagi produk hukum dan juga sebagai produk 
politik. 
2. Kepada Akademisi agar lebih banyak membahas dan berpendapat tentang 
bagaimana clausal verband antara mengenai syarat non parpol terhadap 
pelaksanaan kewenangan anggota DPD. 
3. Kepada Masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan penerus 
bangsa dan Negara, agar lebih simpati terhadap pemilihan umum, yang 






1. PERATURAN HUKUM 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-VI/2008 tentang 
perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018 tentang 
perkara dalam pengujian Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang 
pemilihan umum; 
Undang Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 
Undang Undang No 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, 
DPRD; 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 tentang 
perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pembentukan 
Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan 
Peserta Pemilu Anggota DPD; 
Peraturan KPU No 13 Tahun 2008 Tentang teknis tata cara 
penelitian, verifikasi, penetapan dan pencalonan perseorangan peserta 
pemilihan umum anggota DPD Tahun 2009; 
Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan 
peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. 
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